
Lex Crimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019 

 

62 

SANKSI PIDANA BAGI INDUSTRI FARMASI 
AKIBAT TIDAK MELAKSANAKAN 

KEWAJIBANNYA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG 

NARKOTIKA1 
Oleh: Eka Saroinsong2 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana kewajiban industri 
farmasi menurut Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana 
sanksi pidana bagi pengurus industri farmasi 
akibat tidak melaksanakan kewajibannya 
menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normative, 
disimpulkan: 1. Kewajiban industri farmasi 
terhadap narkotika yang berada dalam 
penguasaan industri farmasi wajib disimpan 
secara khusus dan wajib membuat, 
menyampaikan, dan menyimpan laporan 
berkala mengenai pemasukan dan/atau 
pengeluaran Narkotika yang berada dalam 
penguasaannya. Narkotika dapat disalurkan 
oleh Industri Farmasi dan wajib memiliki izin 
khusus penyaluran narkotika dari Menteri. 
Industri Farmasi wajib mencantumkan label 
pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk 
obat jadi maupun bahan baku Narkotika. 2. 
Sanksi pidana bagi pengurus industri farmasi 
akibat tidak melaksanakan kewajibannya untuk 
mencantumkan label pada kemasan narkotika, 
baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan 
baku Narkotika dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus 
juta rupiah). Bagi pimpinan industri farmasi 
apabila memproduksi Narkotika Golongan I 
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).  
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nerkotika, 
narkotika merupakan zat atau obat yang sangat 
bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan 
penyakit tertentu, namun, jika disalahgunakan 
atau digunakan tidak sesuai dengan standar 
pengobatan dapat menimbulkan akibat yang 
sangat merugikan bagi perseorangan atau 
masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini 
akan lebih merugikan jika disertai dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya 
yang lebih besar bagi kehidupan dan nilainilai 
budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat 
melemahkan ketahanan nasional. 

Dalam rangka mencegah dan memberantas 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
dilakukan secara terorganisasi dan memiliki 
jaringan yang luas melampaui batas negara, 
dalam Undang-Undang ini diatur mengenai 
kerja sama, baik bilateral, regional, maupun 
internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur 
juga peran serta masyarakat dalam usaha 
pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika termasuk pemberian penghargaan 
bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam 
upaya pencegahan  dan pemberantasan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika.  Penghargaan tersebut  diberikan  
kepada  penegak hukum dan masyarakat yang 
telah berjasa dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika.3 

Dalam rangka untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan dan pengobatan, maka 
diperlukan ketersediaan psikotropika dan 
narkotika dalam jenisjenis tertentu yang sangat 
dibutuhkan sebagai pengobatan. Demikian juga 
psikotropika dan narkotika dipergunakan dalam 
rangka untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan, mengingat psikotropika dan 
narkotika (selanjutnya dipakai istilah 

 
3 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Nerkotika. 
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“narkoba”) merupakan zat atau obat yang 
dapat menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 
seksama.4 

Pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika sangat 
diperlukan sehingga dalam Undang-Undang No. 
35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika 
Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. 
BNN merupakan lembaga pemerintah 
nonkementerian yang berkedudukan di bawah 
Presiden dan bertanggung jawab kepada 
Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara 
dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia dan mempunyai 
perwakilan di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di 
ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota 
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan 
BNN kabupaten/kota merupakan instansi 
vertikal.5 

Penegakan hukum terhadap industri farmasi 
yang tidak melaksanakan kewajibannya 
menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika merupakan upaya 
untuk memberikan perlindungan hukum 
kepada masyarakat agar industri farmasi tidak 
menyalahgunakan perizinan untuk melakukan 
kegiatan produksi serta penyaluran obat dan 
bahan obat, termasuk Narkotika. 
 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah kewajiban industri farmasi 

menurut Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika ? 

2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi 
pengurus industri farmasi akibat tidak 
melaksanakan kewajibannya menurut 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika ? 

 
C. Metode penelitian 

Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis 
normatif yaitu dengan melakukan analisis 

 
4Sujasmin. Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan 
Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang 
Narkoba. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 
2010. hlm. 67. 
5 Siswanto Sunarso. Politik Hukum Dalam Undang-Undang 
Narkotika. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. hlm.297. 

terhadap permasalahan melalui pendekatan 
asas-asas hukum serta mengacu pada norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan.6 Penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder belaka, dapat dinamakan 
penelitian hukum normatif atau penelitian 
hukum kepustakaan (di samping adanya 
penelitian hukum sosiologis atau empiris yang 
terutama meneliti data primer).7  

Penelitian hukum normatif digunakan dalam 
menyusun penulisan ini. Metode penelitian 
hukum normatif menggunakan bahan-bahan 
hukum yang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan. 

 
PEMBAHASAN 
A. Kewajiban Industri Farmasi Menurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika. Pasal 14 ayat (1) Narkotika 
yang berada dalam penguasaan industri 
farmasi, pedagang besar farmasi, sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, 
apotek, rumah sakit, pusat kesehatan 
masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan 
lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan 
secara khusus. Ayat (2) Industri Farmasi, 
pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan 
sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah 
sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai 
pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu 
pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, 
dan menyimpan laporan berkala mengenai 
pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika 
yang berada dalam penguasaannya.  

Pasal 39 ayat (1) Narkotika hanya dapat 
disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang 
besar farmasi, dan sarana penyimpanan 
sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) 
Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan 
sarana penyimpanan sediaan farmasi 
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

 
6Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, Penelitian Hukum 
Normatif. Rajawali Press. Jakarta. 2010.   hlm. 12. 
7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum 
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14. 
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(1) wajib memiliki izin khusus penyaluran 
Narkotika dari Menteri. 

Pasal 40 ayat: 
(1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat 

menyalurkan Narkotika kepada:  
a. pedagang besar farmasi tertentu;  
b. apotek;  
c. sarana penyimpanan sediaan farmasi 

pemerintah tertentu; dan  
d. rumah sakit. 

(2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya 
dapat menyalurkan Narkotika kepada:  

a. pedagang besar farmasi tertentu 
lainnya;  

b. apotek;  
c. sarana penyimpanan sediaan farmasi 

pemerintah tertentu;  
d. rumah sakit; dan  
e. lembaga ilmu pengetahuan.  

(3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi 
pemerintah tertentu hanya dapat 
menyalurkan Narkotika kepada:  
a. rumah sakit pemerintah;  
b. pusat kesehatan masyarakat; dan  
c. balai pengobatan pemerintah tertentu.  

Pasal 41 Narkotika Golongan I hanya dapat 
disalurkan oleh pedagang besar farmasi 
tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan 
tertentu untuk kepentingan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 45 (1) Industri Farmasi wajib 
mencantumkan label pada kemasan Narkotika, 
baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan 
baku Narkotika. (2) Label pada kemasan 
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi 
tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang 
disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke 
dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan 
bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. (3) 
Setiap keterangan yang dicantumkan dalam 
label pada kemasan Narkotika harus lengkap 
dan tidak menyesatkan. 

Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Ketentuan ini 
menegaskan bahwa pencantuman label 
dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan 
sehingga memudahkan pula dalam 
pengendalian dan pengawasannya. Ayat (3) 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 
“label” adalah label khusus yang diperuntukan 
bagi Narkotika yang berbeda dari label untuk 
obat lainnya. 

 
B. Sanksi Pidana Bagi Pengurus Industri 

Farmasi Akibat Tidak Melaksanakan 
Kewajibannya Menurut Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga 

ketentuan yaitu tindak pidana, 
pertanggungjawaban, dan pemidanaan. 
Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan 
dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 
sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 
empat kategorisasi tindakan melawan hukum 
yang dilarang oleh undang-undang dan dapat 
diancam dengan sanksi pidana, yakni: 
1. Kategori pertama, yakni perbuatan-

perbuatan berupa memiliki, menyimpan, 
menguasai atau menyediakan narkotika dan 
prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 
untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk 
narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk 
narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf 
(a)); 

2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan 
berupa memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan narkotika 
dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk 
narkotika golongan I, Pasal 118 untuk 
narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk 
narkotika golongan III serta Pasal 129 
huruf(b)); 

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan 
berupa menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 
dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, 
Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika 
golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk 
narkotika golongan III serta Pasal 129 
huruf(c)); 

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-
perbuatan berupa membawa, mengirim, 
mengangkut atau mentransit narkotika dan 
prekursor narkotika (Pasal 115 untuk 
narkotika golongan I, Pasal 120 untuk 
narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk 
narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf 
(d).8 

 
8Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang 
Narkotika. Op.Cit. hlm. 256. 



Lex Crimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019 

 

65 

Tindakan pidana terhadap pengaturan 
tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi 
pertanggungjawaban pidana, perbuatan-
perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak 
pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban 
pidana itu sendiri terdiri dari 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 
manusia dan korporasi sebagai subjek tindak 
pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang 
terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor 
narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau 
prekursor narkotika baik untuk diri sendiri 
maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam 
undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang 
terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. 
Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, 
kurungan dan denda. Sedangkan pidana 
tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan 
pencabutan status badan hukum untuk 
korporasi.9  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. Pasal 135 Pengurus Industri 
Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit 
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus 
juta rupiah). 

Pasal 45 ayat (1) Industri Farmasi wajib 
mencantumkan label pada kemasan Narkotika, 
baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan 
baku Narkotika. Ayat (2) Label pada kemasan 
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi 
tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang 
disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke 
dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan 
bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Ayat 
(3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam 
label pada kemasan Narkotika harus lengkap 
dan tidak menyesatkan. 

Pasal 147. Dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah), bagi: huruf (c) pimpinan Industri 
Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika 

 
9 Anton Sudanto. Op.Cit. hlm. 157. 

Golongan I bukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan. 

Keistimewaan hukum pidana terletak pada 
daya paksanya yang berupa ancaman pidana 
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi 
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek 
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana 
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak 
ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang 
diadakan di lapangan lain dengan pengancaman 
hukuman. Kewajiban-kewajiban yang 
ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat 
memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.10 

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-
undangan pidana bukanlah sekedar masalah 
teknis perundang-undangan semata, melainkan 
bagian tak terpisahkan dari substansi atau 
materi perundang-undangan itu sendiri. 
Artinya, dalam hal menyangkut masalah 
penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi 
harus dipahami secara komprehensif baik 
segala aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebijakan 
legislasi.11 

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah 
merupakan reaksi atas pelanggaran hukum 
yang telah ditentukan undang-undang, mulai 
dari penahanan, penuntutan sampai, sampai 
pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon 
menyatakan, bahwa bagian terpenting dari 
setiap undang-undang adalah menentukan 
sistem hukum yang dianutnya. Masalah 
kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam 
hukum pidana, tidak terlepas dari masalah 
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pemidanaan.12 

 
10 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta,  2007. hlm. 211. 
11Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum 
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. 
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91. 
12Ibid, hlm. 92. 
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Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan 
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi 
kejahatan.Menanggulangi di sini berarti usaha 
untuk mengendalikan kejahatan agar berada 
dalam batas-batas toleransi masyarakat.Sistem 
ini dianggap berhasil apabila sebagian besar 
dari laporan maupun keluhan masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” 
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 
pengadilan dan diputus bersalah serta 
mendapat pidana.13 

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem 
peradilan pidana bertujuan untuk:  
a. mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan;  
b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi 

sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan 
telah ditegakkan dan yang bersalah di 
pidana;  

c. mengusahakan agar mereka yang pernah 
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 
kejahatannya.14 
I.S. Susanto menyebut fungsi primer dari 

hukum dalam tiga pokok soal, yaitu pertama, 
Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk 
melindungi masyarakat dari ancaman bahaya 
dan tindakan-tindakan yang merugikan yang 
datang dari sesamanya dan kelompok 
masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh 
pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) 
dan yang datang dari luar yang ditujukan 
terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan 
hak-hak asasinya.15  

Kedua, keadilan. Fungsi lain dari hukum 
adalah menjaga, melindungi dan memberikan 
keadilan bagi seluruh rakyat. Ketiga, 
Pembangunan. Hukum digunakan sebagai 
kendaraan baik dalam menentukan arah, 
tujuan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan secara adil. Penggunaan hukum 
dalam pembangunan guna mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan 

 
13Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara 
Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan 
Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 55-56.  
14Ibid, hlm. 56. 
15Jonaedi Efendi, Mafia Hukum (Mengungkap  Praktik 
Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif 
Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif), 
Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, 
hlm. 96. 

seperi aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan 
spiritual.16  

Narkotika telah beredar dengan cepat di 
dalam masyarakat oleh karena itu masyarakat 
harus melakukan berbagai upaya pencegahan 
kepada keluarga, adik atau anak, saudara agar 
tidak menjadi penyalaguna narkotika, 
pencandu atau pengedar narkotika. Sanksi 
hukum yang berat dalam UU narkotika menjadi 
satu bentuk upaya untuk menjerat para pelaku 
tindak pidana narkotika. Upaya yang dilakukan 
untuk mencegah tindak pidana narkotika 
adalah mengingkatkan peran serta masyarkaat, 
keluarga, orang tua dan aparat penegak hukum 
untuk melakukan tindakan pengawasan 
(kontrol) terhadap kegiatan yang ada di dalam 
masyarakat.17 

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini 
telah dinyatakan dengan tegas dalam 
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik 
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”, 
tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah 
dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam 
konsep “Indonesia adalah negara hukum”, 
mengandung arti, bahwa dalam hubungan 
antara hukum dan kekuasaan, bahwa 
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci 
kestabilan politik dalam masyarakat.18  

Norma hukum tidak bertentangan dengan 
rasa keadilan masyarakat dan martabat 
manusia. Norma hukum justru memungkinkan 
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, 
seperti kerukunan atau kebersamaan, 
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih 
sayang. Dengan demikian hukum yang baik 
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil 
(secara materiil) sehingga bisa meweujudkan 
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum 
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum 
yang baik adalah hukum yang benar dan adil 
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat 
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk 

 
16 Ibid. 
17Marlina, Mahmud mulayadi, Liza erwina. Pendidikan 
Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak 
Narkotika Terhadap Anak. ABDIMAS TALENTA 2 (2) 2017: 
134-147 http://jurnal.usu.ac.id/abdimas. ISSN Versi Cetak 
: 2549-4341.ISSN Versi Online : 2549-418X. hlm. 146. 
18Soesilo Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Alumni, Bandung. 1982, hlm.3. 
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dijalankan.19Hukum yang baik mengondisikan 
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum 
sesuai dengan martabat manusia. Dengan 
mematuhi hukum yang baik, kebebasan 
seseorang tidak hilang dan karenanya 
martabatnya sebagai manusia pun tidak 
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum 
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran 
martabatnya karena ia menyadari dan 
memahami apa yang ditaatinya. Dalam 
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk 
menaati hukum demi pengaktualisasian 
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi 
sosial dengan orang lain.20 

Kehadiran hukum dalam masyarakat di 
antaranya adalah untuk mengintegrasikan 
suatu kekuasan dan mengkoordinasikan 
kepentingan-kepentingan yang bisa 
bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum 
diintegrasikan sedemikian rupa sehingga 
tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-
kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-
kepentingan itu dilakukan dengan mambatasi 
dan melindungi kepentingan-kepentingan 
tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas 
kepentingan, perlindungan terhadap 
kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat 
dilakukan dengan cara membatasi kepentingan 
di lain pihak.21  

Hukum melindungi kepentingan seseorang 
dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 
kepadanya untuk bertindak dalam rangka 
kepentingannya tersebut. Pengalokasian 
kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam 
arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. 
Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut 
sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap 
kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut 
sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan 
tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum 
kepada seseorang.22 

Hukum bekerja dengan cara mengatur 
perbuatan seseorang atau hubungan antara 
orang-orang dalam masyarakat. Untuk 
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum 

 
19 Muhammad Nuh. Etika Profesi Hukum. CV. Pustaka 
Setia. Bandung.  2011. hlm. 199. 
20 Ibid. 
21 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,  Cetakan ke- IV, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53. 
22 Ibid, hlm. 53-54. 

menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai 
fungsinya yaitu:23  
1. Pembuatan norma-norma, baik yang 

memberikan peruntukan maupun yang 
menentukan hubungan antara orang dengan 
orang;  

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;  
3. Menjamin kelangsungan kehidupan 

masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan. 
Apabila masyarakat dapat hidup damai, 

tenteram dan aman maka kehidupan mereka 
perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur 
kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah 
yang mengikat setiap anggota masyarakat agar 
tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran 
terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini 
hukum pidana sangat besar artinya bagi 
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana 
adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut 
diancam dengan pidana yang merupakan suatu 
penderitaan.24 

Apabila industri farmasi mengabaikan 
kewajibnnya untuk mencantumkan label pada 
kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat 
jadi maupun bahan baku Narkotika dan 
memuat keterangan yang dicantumkan dalam 
label pada kemasan narkotika secara lengkap 
dan tidak menyesatkan, maka sanksi pidana 
wajib diberlakukan sesuai dengan perbuatan 
industri farmasi yang telah terbukti secara sah 
dalam pemeriksaan di pengadilan. Sanksi 
pidana diberlakukan kepada pengurus Industri 
Farmasi dan juga kepada pimpinan Industri 
Farmasi tertentu apabila memproduksi 
Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Kewajiban industri farmasi terhadap 
narkotika yang berada dalam penguasaan 
industri farmasi wajib disimpan secara 
khusus dan wajib membuat, 
menyampaikan, dan menyimpan laporan 

 
23Satjipto Raharjo. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu 
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 
2009. hlm. 111. 
24 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit. hlm. 209. 
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berkala mengenai pemasukan dan/atau 
pengeluaran Narkotika yang berada 
dalam penguasaannya. Narkotika dapat 
disalurkan oleh Industri Farmasi dan 
wajib memiliki izin khusus penyaluran 
narkotika dari Menteri. Industri Farmasi 
wajib mencantumkan label pada 
kemasan Narkotika, baik dalam bentuk 
obat jadi maupun bahan baku Narkotika.  

2. Sanksi pidana bagi pengurus industri 
farmasi akibat tidak melaksanakan 
kewajibannya untuk mencantumkan 
label pada kemasan narkotika, baik 
dalam bentuk obat jadi maupun bahan 
baku Narkotika dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp40.000.000,00 
(empat puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus 
juta rupiah). Bagi pimpinan industri 
farmasi apabila memproduksi Narkotika 
Golongan I bukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

 
B. Saran 

1. Pelaksanaan kewajiban industri farmasi 
mencantumkan label pada kemasan 
Narkotika dapat berbentuk tulisan, 
gambar, kombinasi tulisan dan gambar, 
atau bentuk lain yang disertakan pada 
kemasan atau dimasukkan ke dalam 
kemasan, ditempelkan, atau merupakan 
bagian dari wadah, dan/atau 
kemasannya. Setiap keterangan yang 
dicantumkan dalam label pada kemasan 
Narkotika harus lengkap dan tidak 
menyesatkan. 

2. Pemberlakuan sanksi pidana bagi 
pengurus industri farmasi akibat tidak 
melaksanakan kewajibannya harus 
diterapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk 
memberikan efek jera bagi pelakunya 
dan bagi pihak lain dapat dijadikan 

peringatan untuk tidak meniru 
melakukan perbuatan yang sama.   
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